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ABSTRAK 

 

ANALISIS RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA  

BANGKINANG 

 

Oleh: 

 

RIO PUTRA RIANSYAH 

NIM. 01776100980 

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus 

dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

adalah jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami 

pertambahan nilai. Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Undang-undang perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi 

kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan 

kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. 

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diartikan sebagai pengembalian Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) karena jumlah pajak masukan melebihi jumlah pajak 

keluaran. Penilitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bangkinang dan tujuan dari penilitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

alur atau proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

 

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Restitusi Pajak 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama 

penerimaan negara. Dimana secara hukum pajak dapat didefinisikan sebagai 

iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal, sehingga 

pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak 

wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak 

mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para 

pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan. 

Pajak merupakan konstribusi wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. 

Selanjutnya pajak adalah sumber penerimaan negara untuk 

membiayai semua penghasilan termasuk pengeluaran pembangunan dan 

meningkatkan kesejahteraan serta sumber daya manusia dalam segala 

bidang, sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk 

kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Pemberian kesempatan 

serta wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya melalui sistem self assessment ini dapat diharapkan akan 
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semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga 

penerimaan negara diharapkan semakin meningkat, dimana keadaan 

perekonomian negara Indonesia masih dalam taraf belum dapat dikatakan 

baik. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak 

yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa 

yang mengalami pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 

diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak 

Penjualan (PPn). Kewajiban wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembelian atas Barang Mewah 

(PPnBM) terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor 

perpajakan dapat bertambah. 

Undang-undang perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan 

dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak 

untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan 

terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena 

jumlah pajak masukan lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran. 

Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan 

pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap 
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masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor barang 

kena pajak berwujud, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak 

kepada pemungut PPN, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak 

yang tidak dipungut PPN, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor 

jasa kena pajak masih dalam tahap belum berproduksi, selain PKP hanya 

dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

merupakan bagian penegakan hukum (law Enforcement) agar proses dan 

pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap berada pada aturannya 

baik menurut undang-undan maupun peraturan pelaksanaannya. 

Namun untuk tercapainya target tersebut juga tidak lepas dari peran 

serta masyarakat dan wajib pajak. Untuk itu perlu diusahakan peningkatan 

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

Pasal 11 (3) No.17 Tahun 2003 menyebutkan dalam pengolahan 

keuangan suatu negara dapat dilihat dengan adanya penerimaan saat 

pengeluaran suatu dana (cash flow) salah satunya adanya resitusi pajak. 

Adanya restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

terdapat beberapa kewenangan diantaranya adalah untuk menguji kebenaran 

atas adanya material surat-surat bukti atau dokumen mengenai hak penagih, 

meneliti kembali secara benar terkait dokumen yang akan menjadi 

persyaratan dan kelengkapannya. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk memenuhi target 

penerimaan pajak suatu negara, restitusi salah satu cara didalam nya untuk 
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mengatasi pengeluaran negara. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

atau restitusi pajak memiliki prinsip umum bahwa restitusi harus melalui 

pemeriksaan terlebih dahulu yang sudah dipertegas didalam surat edaran 

Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2006 tentang kebijakan 

pemeriksaan atas surat pemberitahuan masa PPN lebih bayar. Tindakan 

pemeriksaan dilakukan untuk menghindari manipulasi restitusi oleh wajib 

pajak.  

Pada proses pemeriksaan berlangsung, fiskus lebih sering 

melakukan pengujian atas pemeriksaan sebagai salah satu prosedur dalam 

restitusi. Disamping itu, fiskus juga akan meminta data tambahan sebagai 

salah satu persyaratan agar lebih meyakini atas kebenaran-kebenaran tranksi 

maupun bukti-bukti dokumen lainnya. 

Teknis pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus 

berdampak pada proses permohonan restitusi, karena restitusi ini berjalan 

cukup sulit. Sedangkan disisi lain bagi wajib pajak, restitusi merupakan 

suatu yang sangat penting dalam kelancaran kegiatan usahanya yang 

berkaitan dengan aliran uang masuk dan uang keluar wajib pajak. Sulitnya 

proses restitusi inilah yang dihadapi oleh wajib pajak jika wajib pajak 

kurang memahami ketentuan formal dan material dokumen-dokumen 

pendukung tranksaksi yang berkaitan dengan permohonan restitusi, sehingga 

proses penyelesaian restitusi menjadi berjalan lambat dan dapat merugikan 

wajib pajak.  
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Dalam pengajuan restitusi, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentunya 

harus dilandasi perencanaan yang matang. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

harus membuktikan bahwa uang tersebut sudah masuk ke kas neara melalui 

pemeriksaan pajak. Bila memang bisa dibuktikan oleh PKP bahwa pajak 

memang lebih bayar dan seharusnya dikembalikan, maka uang pajak 

tersebut bisa dikembalikan oleh pihak otoritas pajak. 

Sementara itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan 

restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bangkinang dari Tahun 2017-2019 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan Restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bangkinang Tahun 2017-2019 

No. Tahun Jumlah PKP Nilai Restitusi 

1 2017 9 Rp 1.755.876.683 

2 2018 6 Rp 1.577.604.482 

3 2019 9 Rp 16.609.871.099 

Total 24 Rp 19.943.352.264 

 

Sumber: KPP Pratama Bangkinang 2020 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa setiap 

tahunnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang selalu ada 

pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan pengajuan 
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restitusi yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat 

berpengaruh terhadap keadaan penerimaan pajak yang ada, karena pada 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 24 Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang dengan total 

nilai restitusi Rp19.943.352.264, sebuah angka yang cukup besar terhadap 

penerimaan pajak. Namun, untuk mengajukan permohonan restitusi tidaklah 

mudah untuk dilakukan, dikarenakan adanya syarat yang harus dipenuhi jika 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) ingin mengajukan restitusi ditempat 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar. Akibat dari tidak mudahnya dalam 

pengajuan restitusi dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, maka 

berimbas pada penyaluran dan penerimaan pajak tersebut. Karena Pajak 

Pertambahan Nilai termasuk penerimaan negara yang akan digunakan untuk 

pembiyaan negara. 

Pemberian restitusi PPN kepada PKP harus dilakukan dengan cepat 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Peningkatan pelayanan  

sudah selayaknya tidak mengurangi bahkan meninggalkan kewaspadaan 

sebagai upaya untuk mengamankan dan juga menghindari penyalahgunaan 

dalam pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Sejalan dengan pemberian keputusan restitusi makan penulisan 

faktur pajak juga sangat penting dan harus diperhatikan karena berguna 

untuk menentukan apakah jumlah wajib pajak terutang dapat diberikan atau 
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tidak sebagai restitusi. Selain itu, untuk mencegah bahkan menghindari 

adanya penyalahgunanaan faktur pajak dalam pemberian restitusi. 

Dengan demikian pemberian restitusi PPN hanyalah diberikan 

kepada mereka yang dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

yang benar-benar telah menyetorkan PPN-nya ke kas negara sehingga 

nantinya dapat menghindari banyaknya ketidaktelitian atas pelaksanaan 

restitusi PPN dalam melaksanakan penelitian faktur pajak baik formal 

maupun materil. 

Melihat permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh dan memberikan pemahaman yang lebih kepada 

wajib pajak mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dituangkan kedalam judul tugas akhir yaitu tentang “ANALISIS 

RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA 

KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKINANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada 

bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bangkinang? 
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2. Sejauh mana keinginan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mengajukan 

restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bangkinang? 

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pengusaha Kena Pajak dalam 

mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang. 

2. Untuk mengetahui keinginan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam 

mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pengusaha Kena 

Pajak dalam mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam peneilitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, kiranya tulisan ini berguna sebagai masukan dan 

pengalaman dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang 

restitusi PPN. 

2. Bagi masyarakat, tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

serta wawasan agar lebih paham dan mengerti bagaimana proses 

penyelesaian restitusi PPN.. 

3. Bagi instansi, kiranya tulisan ini dapat di jadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan guna menemukan alternatif dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian 

restitusi. 

 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Peneilitian 

Lokasi peneilitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bangkinang, yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.4. Jadirejo, 

Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Riau 28121. 

 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan 

Juni 2020.. 
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1.4.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis 

melalui wawancara kepada pegawa-pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bangkinang. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara seeperti bentuk laporan, 

dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dan lain sebagainya. 

 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara 

peneiliti dan narasumber. Namun, dalam hal penilitian ini peniliti 

melakukan wawancara melalui Google Form dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut dijawab oleh 

pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinag selaku 

Account Representativ pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

(Waskon I). 

2. Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data melalui pengumpulan 

bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan 

laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data 

yang sudah ada. 
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1.5 Analisis Data 

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya 

adalah mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan 

pendekatan Deskriptif yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis 

sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan 

tidak dalam bentuk statistik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar 

penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami 

keseluruhan tugas akhir dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitiandan 

sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yang meliputi sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bangkinang, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bangkinang, struktur organisasi Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, dan uraian tugas (Job 

Description) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dan 

menjadi dasar dari gambaran data yang berhubungan dengan 

restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bangkinang. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari objek yang telah diteliti serta 

saran yang membangun berdasarkan data dan informasi yang 

diperoleh. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

BIGRAFI PENULIS 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1    Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pekanbaru 

merupakan bagian/wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jendaral 

Pajak Sumatra bagian Tengah (KANWIL II DJP Sumbagteng). KANWIL II 

DJP Sumbagteng mempunyai wilayah kerja meliputi Kantor Pelayanan 

pajak (KPP) yang berada di dua Provinsi Sumatra dan Provinsi Riau. 

Layaknya perusahaan pemerintah yang meliputi kepentingan publik 

(masyarakat) atau wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan 

Pekanbaru mempunyai sejarah pendirian dan perkembangannya. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdiri pada tanggal 27 mei 2008 

yang wilayah kerjanya :  

1. Kabupaten Kampar 

2. Kabupaten Rokan Hulu  

 

Sebelumya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB)  Pekanbaru yang berdiri 

tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 november kantor tersebut berubah 

nama menjadi Direkorat IPEDA atau iuran pembangunan daerah, dengan 

berubah nama nya itu maka daerah Riau menjadi Kantor Perwakilan 

Direktorat IPEDA. Mengingat semakin meningkatnya perkembangan 
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IPEDA menyulitkan bagi IPEDA di Padang. Berdasarkan surat keputusan 

0141/M/VI/5/1996, dibentuk didaerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat 

IPEDA Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 31 Juni 1966. Bersama 

dengan ini dibentuk pula Kantor Dinas Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan 

wilayah kerja di Bangkinang. 

Dalam perjalanannya KDL dirubah namanya menjadi Kantor Iuran 

Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Menteri 

Keuangan RI tanggal 24 April 1976 No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka 

KAPEDA berubah namanya menjadi sebuah Kantor Inspeksi PBB 

Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 28 April 1997. Dengan berubah 

nama itu dan mempunyai latar belakang yaitu tebentuknya Direktorat 

Jenderal Moneter berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1976 ( 12 

Maret Direktorat IPEDA dikembangkan pada profesi sebenarnya, yaitu 

dibawah Direktorat Jenderal Pajak ). Perkembangan terakhir adalah 

berubahnya Kantor Inspeksi PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak  Bumi 

dan Bangunan mulai 1 April 1989. Dan barulah sekarang berubah menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bangkinang berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Riau dan 

Kepulauan Riau.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 69/PMK.DI/2008  

tentang organisasi dan tata laksana instasivertikal Direktorat Jendral Pajak 

dahulu wilayah Kampar dan Rokan Hulu termasuk wilayah Tampan , 
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namun tanggal 9 mei 1981 Kampar dan Rokan Hulu sudah masuk ke Kantor 

Pelayanan Parak Pratama Bangkinang .  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mempunyai tugas untuk 

melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang 

perpajakan yang berada dalam wilayh Kab. Kampar dan Kab. Rokan Hulu 

yaitu meliputi beberapa kecamatan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang di 

Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu 

No 

Wilayah Kerja 

Kabupaten Kampar Kabupaten Rohul 

1. Kecamatan XIII Koto Kampar Kecamatan Bangun Purba 

2. Kecamatan Bangkinang Kecamatan Bonai Darussalam 

3. Kecamatan Bangkinang Kota Kecamatan Kabun 

4. Kecamatan Gunung Sahilan Kecamatan Kepenuhan 

5. Kecamatan Kuok Kecamatan Kepenuhan Hulu 

6. Kecamatan Kampar Kecamatan Kunto Darussalam 

7. Kecamatan Salo Kecamatan Pagaran Tapah 

Darussalam 

8. Kecamatan Kampar Timur Kecamatan Pendalian IV Koto 

9. Kecamatan Kampar Utara Kecamatan Rambah 

10. Kecamatan Rumbio Jaya Kecamatan Rambah Hilir 
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11. Kecamatan Tambang Kecamatan Rambah Samo 

12. Kecamatan Tapung Kecamatan Rokan IV Koto 

13. Kecamatan Perhentian Raja Kecamatan Tambusai 

14. Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Tambusai Utara 

15. Kecamatan Kampar Kiri Kecamatan Tandun 

16. Kecamatan Kampar Kiri 

Tengah 

Kecamatan Ujung Batu 

17. Kecamatan Kampar Kiri Hilir  

18. Kecamatan Tapung Hilir  

19. Kecamatan Tapung Hulu  

20. Kecamatan Kampar Kiri Hulu  

21. Kecamatan Koto Kampar Hulu  

 

 

2.2    Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 

Adapun yang menjadi visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak 

secaraumum dimana termasuk didalamnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bangkinangsebagai berikut : 

1. Visi 

Menjadi Institusi Pemerintah Yang Menyelenggarakan System 

Perpajakan Modern Yang Efektif, Efesien, dan Di percaya Masyarakat 

Dengan Integrasi Dan Profesional Yang Tinggi. 
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2. Misi 

Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan Yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan 

Anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui Sistem Administrasi 

Perpajakan yang Efektif dan Efisien. 
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2.3     Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Sumber : KPP Pratama Bangkinang 
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2.4  Uraian Tugas Bagian/Bidang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bangkinang  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mempunyai pembagian 

kerja sesuai dengan bidang-bidang (seksi-seksi) kerja dimana semua seksi-

seksi tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda. Adapun yang menjadi 

tugas masing-masing bidang tersebut sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor 

Memimpin Pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang 

memberikan motivasi, Kebijaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Pada 

semua seksi agar terjadinya kerjasama yang baik dan tercapainya tujuan 

kerja. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata 

usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan 

pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil 

pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.  

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan 

pengolahan data, penyajian informasi perpajakan , perekaman dokumen 

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian 

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea perolehan Hak atas Bumi dan 

Bangunan, Pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-
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SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan 

Laporan kinerja. 

4. Seksi Pelayanan 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan surat pemberitahun, serta penerimaan surat 

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 

melakukan kerjasama perpajakan. 

5. Seksi Penagihan 

Adapun tugas seksi penagihan adalah sebagai berikut : 

a. Menerbitkan Surat Tagihan (STP) bunga penagihan pajak 

b. Menerbitkan Surat Teguran (ST) 

c. Menerbitkan Surat Paksa (SP) 

d. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) 

e. Penerbitan Surat Penyitaan (apabila WP hendak 

berbuatmeninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya). 

f. Membuat laporan bulanan mengenai perkembangan tunggakan 

 

6. Seksi Pemeriksaan 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran 

surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan 

perpajakan lainnya. 
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7. Seksi Ekstensifikasi 

Standard Operating Produres Seksi Ekstensifikasi Perpajakan : 

a. Tata cara pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 

ekstensifikasi perpajakan 

b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor 

c. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan. 

d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP. 

e. Tata cara pencarian data dari pihak ketiga dalam 

rangkapembentukan / pemutakhiran bank data perpajakan. 

f. Tata cara pencarian data potensi perpajakan dalam 

rangkapembuatan monografi fiskal. 

g. Tata cara pelaksanaan penilaian individual objek PBB. 

h. Tata cara Pembuatan daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). 

i. Tata cara pembentukan / penyempurnaan ZNT/NIR. 

j. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek PBB 

k. Tata cara penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek 

pajakPBB. 

l. Tata cara penyelesaian mutasi sebagian objek dan subjek pajak pbb 

m. Tata cara penyelesaian permohonan penundaan pengembalian 

SPOP. 

n. Tata cara penerbitan daftar normatif untuk usulan SP3 

PSLEkstensifikasi. 
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8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakanwajib pajak, bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan 

konsultasi teknisperpajakan, penyusunan profil wajib pajak,analisis 

kinerja wajib pajak, melakukanrekonsiliasi data wajib pajak dalam 

rangka melakukan intensifikasi,dan melakukanevaluasi hasil banding. 

Seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajibpajak yang 

berada di wilayah kecamatan Kampar.Seksi pengawasan dan konsultasi 

IImengawasi seluruh wajib pajak yang berada di Rokan Hulu. 

9. Fungsional 

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan 

PejabatFungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung 

kepada Kepala KPPPratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat 

Fungsional Pemeriksaberkoordinasi dengan Seksi Pemeriksan sedangkan 

Pejabat Fungsional berkoordinasidengan Seksi Ekstensifikasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Restitusi Atas Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bangkinang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan/proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 20019 

tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Kena Pajak  

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 72/PMK/03/2010 tentang Tata Cara 

Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM.  

2. Proses penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) terdapat 4 tahapan yaitu, tahapan 

permohonan, tahapan pemerikasaan, tahapan penetapan, dan tahapan 

pencairan atau tahap akhir. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap kendala-kendala muncul dalam 

proses restitusi antara lain: Bagi wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak 

agar lebih memahami dan mengerti bagaimana proses penyeleseain 

restitusi, dalam hal pengajuan restitusi berkas, dokumen-dokemen 

atau persyaratan dipersiapkan secara lengkap guna mempermudah 
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jalannya restitusi. Sedangkan upaya  dari KPP terkait yaitu 

memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada wajib 

pajak/pengusahan kena pajak (PKP) tentang pentingnya tata cara 

perpajakan khususnya restitusi, melakukan sosialiasi serta 

memberikan penjelasan hak dan kewajiban kepada wajib 

pajak/pengusaha kena pajak. 

 

4.2 Saran  

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 

penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama 

Bangkinang maka selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran 

yang mungkin bermanfaat dalam pelaksanaan proses penyelesaian  restitusi, 

adapun saran tersebut sebagai berikut: 

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang agar dapat lebih 

meningkatkan kegiatan sosialiasi atau penyuluhan kepada wajib 

pajak/pengusaha kena pajak (PKP) mengenai kewajibannya 

perpajakannya terutama dalam hal bagaimana pelaksanaan atau proses 

penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar 

wajib/pengusaha kena pajak (PKP) paham bagaimana proses 

pelaksanaan restitusi. 

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat menerbitkan peraturan-

peraturan baru untuk menyesuaikan perkembangan yang ada terutama 



 

 
 

82 

tentang pelaksanaan proses restitusi dan untuk memperjelas peraturan 

yang lama. 

3. Untuk mempercepat proses pelayanan restitusi, maka Direktorat 

Jenderal Pajak harus lebih mengefektifkan sistem pelaksanaan/proses 

penyelesaian restitusi. 

4. Meningkatkan profesionalisme aparat pajak dalam memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak/pengusaha kena pajak, sehingga dapat 

memberikan jawaban secara jelas dan tuntas mengenai permasalahan 

perpajakan terutama tentang restitusi, profesionalisme tersebut 

meliputi aspek kera, sikap dan moril. 
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diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994, diubah lagi 

dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000, dan sebagaimana diubah 

terakhir kali Undang-Undang No.42 Tahun 2009. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara 

Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM. 

https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/mengenal-jenis-dan-dokumen-yang-dipersamakan-dengan-faktur-pajak-ppn
https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/mengenal-jenis-dan-dokumen-yang-dipersamakan-dengan-faktur-pajak-ppn
https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pengusaha-kena-pajak/
https://www.online-pajak.com/perbedaan-pkp-dan-non-pkp
https://www.online-pajak.com/nomor-pengukuhan-pkp
https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah


 

 
 

LAMPIRAN 

 

Daftar pertanyaan wawancara melalui Google Formulir: 

1. Bagaimana proses penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

di KPP Pratama Bangkinang? 

2. Siapa saja pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian Restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bangkinang? 

3. Apa saja yang harus dilengkapi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam 

mengajukan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama 

Bangkinang? 

4. Berapa lama jangka waktu Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan 

permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama 

Bangkinang? 

5. Apa yang dilakukan KPP Pratama Bangkinang jika Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) telat mengajukan permohonan atau melengkapi persyaratan 

restitusi? 

6. Apa saja kendala-kendala yang muncul dalam proses penyelesaian 

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bangkinang 

baik itu dari wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun dari KPP 

Pratama Bangkinang itu sendiri? 

7. Apa upaya yang dilakukan KPP Pratama Bangkinang terhadap kenda-

kendala yang muncul dalam prosesm penyelesaian restitusi? 
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